BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR : 188.45/548/427.12/2022

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH

DALAM RANGKA PERINGATAN HARI JADI LUMAJANG KE-767

Menimbang :

Mengingat

TAHUN 2022
BUPATI LUMAJANG,

bahwa dalam rangka memperingati Hari Jadi Lumajang dan
upaya peningkatan partisipasi wajib pajak dalam membayar
pajak daerah, dilaksanakan kebijakan amnesti pajak daerah,
dengan memberikan penghapusan sanksi administratif pajak
daerah berupa bunga dan denda;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (3) Peraturan
Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor
4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Penghapusan
Sanksi Administratif Pajak Daerah Dalam Rangka Peringatan
Hari Jadi Lumajang ke-767 Tahun 2022 dengan Keputusan
Bupati;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa
Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah
Istimewa Jogyakarta;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa  kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;




Menetapkan :
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KEDUA
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13,
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk - Hukum Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Lumajang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 69 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi
Daerah;

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 111 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN :

Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah Dalam Rangka
Peringatan Hari Jadi Lumajang ke-767 Tahun 2022.

Penghapusan Sanksi Administratil sebagaimana dimaksud diktum
Kesatu meliputi:

a.

pembebasan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda
diberikan kepada Wajib Pajak yang belum melakukan
pembayaran atas pajak terutang sampai dengan Tahun Pajak
2022 meliputi:

pajak hotel;

pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan;

pajak restoran,

pajak hiburan;

pajak reklame;

pajak parkir;

pajak air tanah;

pajak mineral bukan logam dan batuan;

bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
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b. khusus bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, selain
pembebasan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud
huruf a, juga diberikan pembebasan denda sanksi administratif
terhadap pejabat Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah dan
Kepala Kantor yang membidangi bidang pelayanan lelang negara
atas pengajuan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
dengan menggunakan akta lama yang sudah ditandatangani
oleh Pejabat yang berwenang.

KETIGA . Pelaksanaan penghapusan sanksi administratif sebagaimgna
dimaksud diktum Kedua berlaku untuk pembayaran pajak
terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampal dengan tanggal 31
Desember 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
pada‘tanggal 20 Oktober 2022

BUPA\Tf"~LUMAJA1\V

: A< /
H. THORIQUL HAQ, M.ML.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan

Kepada Yth. :

1. Sdr. Inspektur Daerah;

2. Sdr. Kepala Badan Pengelola
Keuangan Daerah;

3: Sdr. Camat;

4. Sdr. Lurah;

5. Sdr. Kepala Desa.







